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BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1 [bookmark: _TOC_250008]Objek Penelitian
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan didirikan pada bulan februari tahun 2006 yang beralamat di Jalan Kedungarum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Awal berdirinya lembaga ini oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan yang saat itu dijabat oleh Drs. Maman Suherman dengan saat itu Sekretaris Daerah Drs. Momon Rochmana, segera mengusulkan ke Bupati Kuningan untuk menyamakan persepsi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka menyelenggarakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. Selanjutnya maka Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi memprakarsai untuk melakukan kajian penyelenggaraan perizinan dan merancang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan.
Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan lembaga yang bergerak dalam perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Tempat Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Gangguan, dan Izin Parawisata.
3.1.2 Visi dan Misi
3.1.2.1 Visi
[bookmark: _TOC_250005]“Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Yang Prima Sesuai Dengan Keinginan dan Harapan Konsumen”
3.1.2.2 Misi 
1. Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam upaya mendorong dan menumbuh kembangkan kegiatan masyarakat yang efektif, efisien dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai dengan peraturan dan perundang–undangan yang berlaku.
3. Menciptakan tertib administrasi dan tertib pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai acuan dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
4. Meningkatkan Penanaman Modal Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan pembangunan daerah.
5. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan.


3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu         Satu Pintu Kabupaten Kuningan

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 1/2
SEKSI PELAPORAN DAN
PENINGKATAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 2
SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
SEKSI PEMELIHARAAN PELAKSANAAN PM
SEKSI PEMANTAUAN & PENGAWASAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 1
SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM PM
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGAJUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENGEMBANGAN KINERJA
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT
KEPALA

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan




3.1.4 Uraian Tugas
3.1.4.1  Kepala Dinas

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
b. Pelaksanaan   kebijakan   daerah   di   bidang   penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
c. Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanaman modal di daerah.
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanasssman modal, serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
f. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan       pelayanan perizinan dan non 6perizinan.
g. Pengoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas, dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
3.1.4.2  Sekretaris
a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian
b. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, kegiatan bidang dan perlengkapan
c. Penyusunan dan mempersiapkan naskah dinas,   mengolah kearsipan dan dokumentasi
d. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi   dan   ketatausahaan serta rumah tangga di lingkungan Dinas
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya, dan
f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas.
3.1.4.3 [bookmark: _TOC_250002] Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, aset, serta kearsipan dinas.
b. Pengelolaan	dan pelayanan administrasi perlengkapan dan  kerumah tanggaan Dinas
c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas, dan
d. Persiapan bahan pembinaan dan penilaian kinerja pegawai
3.1.4.4  Kelompok Sub Subtansi Bagian Keuangan
a. Persiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas
b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Dinas dan
c. Persiapan bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas

3.1.4.5  Kelompok Sub Subtansi Koordinator Program
a. Pelaksanaan penyusunan program kerja Dinas, Sekretariat, dan Kelompok Sub Substansi Program.
b. Pelaksanaan penyusunan draft kebijakan rencana strategis Dinas
c. Pelaksanaan penyusunan rancangan penyelenggaraan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas, dan
e. Pelaksanaan penyusunan laporan-laporan Dinas
3.1.4.6  Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal

a. Penyusunan, pengkajian, dan pengusulan kebijakan/strategi perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal di daerah
b. Penyusunan, pengkajian, dan pengidentifikasian potensi dan peluang penanaman modal di daerah
c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal
d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, dan
e. Pelaksanaan pelaporan program dan kegiatan Substansi.


3.1.4.7 Kelompok Sub Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Pengumpulan, penyusunan, analisis data rencana pengembangan iklim penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b. Pelaksanaan kajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah.
c. Pengkoordinasian kebijakan dan harmonisasi regulasi terkait perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
d. Perencanaan pengembangan kapasitas usaha terkait penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, dan
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pencapaian rencana pengembangan penanaman modal.
3.1.4.8 Sub Kelompok Sub Substansi Promosi Penanaman Modal
a. Penyusunan program kerja Kelompok Sub Substansi Promosi Penanaman Modal
b. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah
c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri
d. Pengkoordinasian di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan promosi
e. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal, dan
f. Evaluasi dan pelaporan pencapaian promosi penanaman modal
3.1.4.9 Substansi Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Informasi Penanaman Modal

a. Penyusunan kebijakan/strategi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal di daerah
b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha perwilayah sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan
c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
d. Pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi pengolahan data penanaman modal
e. Pelaksanakan pengendalian dan informasi pelaksanaan penanaman modal di daerah dan
f. [bookmark: _TOC_250003]Pelaksanaan analisa, pengelolaan dan evaluasi data penanaman modal dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
3.1.4.10 [bookmark: _TOC_250001]Kelompok Sub Substansi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah di Kabupaten Kuningan dan
b. Pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
3.1.4.11 [bookmark: _TOC_250000]Kelompok Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah
b. Pengolahan data pelapor investasi penanaman modal serta6   mengembangkan sistem informasi penanaman modal
3.1.4.12 Substansi Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non-Perizinan A
a. Pelaksanaan kebijakan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja.
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja.
c. Pengelolaan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja.
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja, dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
3.1.4.13 Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/ I

a. Penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja di Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.
b. Pelaksanaan verifikasi data administrasi terhadap   permohonan perizinan dan non perizinan A/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan   bidang   lingkungan hidup.
c. Pembahasan hasil peninjauan lapangan tim kerja teknis perizinan kabupaten, yang meliputi urusan pemerintahan bidang   pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup.
d. Penetapan Surat Perizinan dan Non Perizinan A/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup, dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerbitan perizinan dan non-perizinan A/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup


3.1.4.14 Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II
a. Penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja di Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang   perhubungan,   bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja.
b. Pelaksanaan verifikasi data administrasi terhadap   permohonan perizinan dan non perizinan A/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja
c. Pembahasan hasil peninjauan lapangan tim kerja teknis perizinan kabupaten, yang meliputi urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja
d. Penetapan surat perizinan dan non perizinan A/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja, dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerbitan perizinan dan non perizinan A/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang tenaga kerja.
3.1.4.15   Substansi Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non-Perizinan B
a. Pelaksanaan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang   perdagangan,   bidang perindustrian
b. Penyusunan petunjuk teknis operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian
c. Pengelolaan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B, yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3.1.4.16 Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I
a. Penyusunan rencana kerja dan penepatan kinerja di  Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian
b. Pelaksanaan verifikasi data administrasi terhadap   permohonan perizinan dan non perizinan B/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian
c. Pembahasan hasil peninjauan lapangan tim kerja teknis perizinan kabupaten yang meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian
d. Penetapan surat perizinan dan non perizinan B/I, yang   meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian, dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerbitan perizinan dan non perizinan B/I, yang meliputi urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang penanaman modal, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian.
3.1.4.17 Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II

a. Penyusunan rencana kerja dan penetapan   kinerja di  Kelompok Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II, yang meliputi urusan66 pemerintahan bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kebudayaan, bidang kelautan dan perikanan
b. Pelaksanaan verifikasi data administrasi terhadap   permohonan perizinan dan non perizinan B/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kebudayaan, bidang kelautan dan perikanan
c. Pembahasan hasil peninjauan lapangan tim kerja teknis perizinan kabupaten yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kebudayaan, bidang kelautan dan perikanan
d. Penetapan surat perizinan dan non perizinan B/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kebudayaan, bidang kelautan dan perikanan, dan
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerbitan perizinan dan non perizinan B/II, yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kebudayaan,   bidang   kelautan dan perikanan
3.1.4.18 Substansi Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
a.  Pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan pengaduan, kebijakan dan data serta sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan.
b. Pelaksanaan penanganan pengaduan,   pengusulan   kebijakan, pengelolaan data dan sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan
c. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan   penanganan pengaduan, pengusulan kebijakan, pengelolaan data dan sistem teknologi informasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan, dan
d. Penyusunan laporan penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan.
3.1.4.19 Kelompok Sub Substansi Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi Layanan
a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pendaftaran, advokasi dan pelayanan pengaduan dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan
b. Penyiapan bahan kebijakan lingkup advokasi dan pelayanan pengaduan serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan
c. Pelaksanaan kebijakan operasioanl lingkup advokasi dan pelayanan pengaduan serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberian advokasi dan pelayanan pengaduan serta pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.1.4.20 Kelompok Sub Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Sub Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
b. Penghimpunan dan pengkompilasian penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta maklumat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan dari substansi penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan
c. Pengelolaan laporan data secara manual maupun menggunakan teknologi informasi
d. Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan dan
e. Peningkatan mutu layanan terkait   penyelenggaraan   pelayanan perizinan dan non-perizinan.
3.2 Metode Penelitian 
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan
		Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal metode kualitatif, Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (2002), mengatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data.
	Selanjutnya, Creswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.
Sugiyono (2012: 17) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif seorang peneliti sebagai human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation (observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul orang yang memberikan data. Data tidak diharapkan serta tidak dianjurkan memelihara asumsi dan kekayaan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak dikaji. 
	Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
3.2.2 Desain Penelitian
		Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian. Nazir (dalam buku Studi Kasus Desain dan Metode 2002:48) menyatakan jenis desain penelitian ada enam yaitu :
1. Desain penelitian yang ada control
	Desain ini adalah desain percobaan atau desain bukan percobaan mempunyai kontrol.
2. Desain penelitian Deskriptif-analitis
	Desain penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan desain penelitian analitis adalah studi untuk mengkaji hipotesa-hipotesa dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang  hubungan-hubungan.
3. Desain penelitian lapangan atau bukan 
Penelitian ini menggunakan lapangan atau tidak.
4. Desain penelitian dalam hubungan dengan waktu
	Penelitian dengan menggunakan interval waktu tertentu.
5. Desain dengan tujuan evaluatif atau bukan 
Desain penelitian evaluatif atau bukan berhubungan dengan keputusan administratif terhadap aplikasi hasil penelitian.
6. Desain penelitian dengan data primer atau sekunder
	Dalam penelitian dapat didesain menggunakan data primer atau data sekunder
	
	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komphensif dan mendalam tentang evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk tercapainya evaluasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan pelayanan prima dpmptsp kab kuningan.

3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data 
3.3.1 Informan 
		Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.  berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai tim dengan kebaikannya dan dengan sukarelanya  dapat memberikan pandangan dari segi orang tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.
Adapun penelitian ini, informan kuncinya adalah Kepala dinas, Kepala bidang dan beberapa staff yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu Pintu.
3.3.2 Teknik Pemilihan Informan 
		Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) informan adalah orang yang memberikan informasi dan orang yang merupakan sumber data dalam penelitian. Teknik pengambilan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014: 218). Dalam teknik ini, penulis memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang di nilai berkompeten yaitu yang benar-benar memahami masalah yang diteliti. Jumlah informan dalam suatu penelitian kualitatif tergantung pada kebutuhan dan kedalaman penelitian. Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Sedangkan, informan pendukung adalah orang-orang yang berada di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.
	Adapun penelitian ini, informan kuncinya adalah Kepala dinas, Kepala bidang dan beberapa staff yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu Pintu.
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian.
Pada dasarnya teknik pengumpulan data suatu penelitian dapat dilakukan berbagai cara dan berbagai sumber. Adapun uraian singkat tekknik-teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis meliputi :
1. Studi Kepustakaan
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literature, buku- buku, dokumen- dokumen, peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Studi Lapangan
Studi Lapangan terbagi menjadi dua yaitu Observasi dan Wawancara :
a. Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti.
b. Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan key informan (informan kunci) dan pendukung.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati dan dicatat pada saat penelitian berlangsung.
2. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yang diperlukan peneliti sebagai referensi dan bahan acuan yaitu melalui studi kepustakaan atau data yang sudah tersedia dalam instansi yang diteliti.
3. Dokumentasi yaitu bentuk gambar atau foto yang relevan dengan masalah yang diteliti.


3.4 Operasionalisasi Konsep Penelitian
Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	Aspek Kajian
	Dimensi
	Parameter

	

Evaluasi Kebijakan (William N. Dunn 2013: 610)
	1.Efektivitas
	1. Harapan
2. Realisasi Kebijakan

	
	2.Efisiensi 
	1. Optimalisasi Pelayanan
2. Optimalisasi Kinerja Pegawai 


	
	3.Kecukupan 
	1. Kepuasan Pelayanan Terhadap DPMPTSP
2. Jumlah Pegawai yang sudah memadai 


	
	4.Kesamaan
	1. Pencapaian Pelayanan
2. Transparansi


	
	5.Responsivitas 
	1. Bentuk Sosialisasi
2. Bentuk Respon masyarakat terhadap pelayanan


	
	6.Ketepatan 
	1. Dampak Positif bagi DPMPTSP
2. Dampak Positif bagi Masyarakat 




		
3.5 Pengujian Keabsahan Data
	Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
		Terdapat tiga macam triangulasi menurut Moleong dalam Ibrahim (2015:124) yaitu membagi teknik pemeriksaan keabsahan data ini kepada triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, triangulasi teori. Diantara tiga macam triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan.
Menurut Sugiyono (2013:273-274), yaitu: “Triangulasi sumber untuk pengujian kredibilitas (tingkat kepercayaan data) ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber”.
	 Menurut Patton dalam Ibrahim (2015: 125), yaitu: 	“Triangulasi sumber sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari masing-masing narasumber”.
Menurut Patton (dalam Ibrahim, 2015:125). Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:
a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
c. Membandingkan apa yang  dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
		Mengenai penelitian ini penulis menggunakan Triangulasi Sumber, sumber data yang dimaksud dalam penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Reduksi Data, memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak relevan dibuang.
2. Display Data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
3. Verifikasi Data yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan, persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.Penarikan kesimpulan yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi, display, dan verifikasi data.
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian
3.7.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan di teliti yaitu bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan bertempat di Jalan Moh Yamin No 14 Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan 45551.
Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu :
1. Adanya masalah yang perlu di pecahkan
1. Adanya data yang mendukung
1. Lokasi yang mudah dijangkau


3.7.2  Jadwal Penelitian
Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 3 (Tiga) bulan, yang dimulai pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.
Tabel 3.2
Jadwal Penelitian
	No
	Jenis Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Tahap Persiapan

	1.
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan dan Bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tahap Pelaksanaan

	1.
	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Penyusunan dan Bimbingan Draft Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tahap Akhir

	1.
	Seminar Draft Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Seminar Skripsi
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